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Kutipan Pasal 72:
Sl Pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UL No, 19 Tahun 2002)

Lo Barangstapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling
singlaat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah)

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
atau menjual kepada umum  suatu  Ciptaan atau Hak Terkait
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, S.H., M.Hum.

PENGANTAR

HUKUM
INDONESIA

(PHI)

e

Cetta Media



PENGANTAR

HUKUM
INDONESIA

(PHI)

© 2015 Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, S.H., M.Hum.

Hak cipta yang dilindungi undang-undang ada pada Penulis.

Hak penerbitan ada pada Penerbit Cetta Media Yogyakarta.

Penulis
Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, S.H., M.Hum.

Desain Sampul
Tim Redaksi

Layouter
Tim Redaksi

Editor
Tim Redaksi

Cetakan I, Juli 2015

Diterbitkan oleh:

Penerbit Cetta Media

(KELOMPOK PENERBIT MARKUMI)
Minggiran MJ 11/ 1323 RT.64/17 Yogyakarta
Phone/Sms/Wa. 08174 60004

Website: www.markumi.com

Email: penerbitmarkumi@yahoo.com

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit Cetta Media, Redaksi Pengantar Hukum Indonesia (PHI)/
Redaksi Penerbit Cetta Media Yogyakarta - Yogyakarta 2015.

viii + 128 him,, 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-602-95864-2-8

1. [lmu Hukum I. Judul

KATA PENGANTAR

ASSALAMUALAIKUM, WR. WE.

Pujl syukur Kehadirat Allah SWT saya panjatkan atas
selesainya buku  Pengantar Hukum Indonesia untuk
Mulinsiswa Universitas Ahmad Dahlan.

Buku ini sifatnya global atau garis-garis besar saja
tentang berbagai bidang hukum positif yang berlaku di
Indonesia. Berangkat dari itu materi awal ini akan dikaji
lebih lanjut pada mata kuliah yang disajikan pada semester-
semester diatasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut buku ini sangat
diperlukan bagi para mahasiswa yang duduk diawal masuk
Perguruan Tinggi dan sebagai dasar pengembangan
wacana hukum dalam ruang publik yang lebih luas.

Sebagai rasa syukur tidak lupa saya ucapkan terima
kkasih dan penghargaan kepada teman-teman di Fakultas
Hukum yang telah memberi dorongan terbitnya buku ini.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan
kerjasamanya untuk terbitnya buku ini.

Penulis sangat menunggu masukan, kritik dan saran
untuk perbaikan penerbitan berikutnya.

WAALAIKUMSALAM. WR. WE.

Yogyakarta, Juli 2015
Penyusun,

Prof. Dr. Drs. H. Subardjo, S.H., M.Hum.
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apatkah Tata Hukum Baru dikatakan sebagai kelanjutan Tata
D Hukum Lama? Tidak! Hanya saja Tata Hukum Lama yang tidak

bertentangan dengan proklamsi masih tetap berlaku supaya tidak
terjadi kekosongan hukum dalam Tata Hukum Baru, dengan catatan
berlakunya sampai dicabut, dirubah, diganti dengan yang baru
(sementara).

Buku ini sifatnya global atau garis-garis besar saja tentang berbagai
bidang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berangkat dari itu
materi awal ini akan dikaji lebih lanjut pada mata kuliah yang disajikan
pada semester-semester diatasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut buku ini sangat diperlukan bagi para
mahasiswa yang duduk diawal masuk Perguruan Tinggi dan sebagai
dasar pengembangan wacana hukum dalam ruang publik yang lebih luas.
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